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BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah
Kata etika sering sekali muncul terutama dalam kehidupan berpolitik yang meliputi persoalan publik dalam politik maupun pembuat suatu keputusan. Proses ini melahirkan dua faktkor yaitu, pengembangan kelompok sosial, dan karekteristik hubungan struktural dalam kelompok. Menurut Anthoni Giddens, dalam merumuskan susunan masyarakat ada dua hal yang perlu diperhatikan, keduanya saling bertautan yaitu struktur sosial (social culture), dan tindakan manusia (human action). Pertautan ini melahirkan etika politik yang memiliki setandar nilai yang berlaku, berlangsung secara teratur dan berpola pada satu kaidah tertentu.


Dari ungkapan diatas, kata etika terkait erat dengan pertanyaan bagaimana seharusnya hidup, apa yang membuat sebuah tindakan menjadi benar dan salah, dan serta apa tujuan dari sebuah tindakan. Pertanyaan tersebut mempertanyakan perbuatan tersebut apakah etis atau tidak dalam artian normatif dalam tataran filsapat etika dipahami tidak hanya dipahami sebatas normatif saja dalam perilaku. Melainkan lebih pada motivasi tindakan dan cara berpikir. Dengan asumsi bahwa pengetahuan etika merupakan pengetahuan tentang apa yang harus, dan tidak harus dilakukan, sikap apa yang harus dan tidak harus dilakukan, maka etika terkait erat dengan cara berfikir (way of thought) manusia pada umumnya. Cara berpikir itulah yang mempengaruhi tindakan dan perilaku.


Dengan demikian cara berpikir, tindakan dan praktek perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya dan historis. Dalam kontek sosial historis, sebuah keputusan etika di ambil untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam mengatasi persoalan, etika menjadi sebuah standar prosedur dalam membuat keputusan untuk menyelesaikannya. Etika dalam bentuknya sebagai sebuah prosedur sebagai keputusan dalam situasi komplik menjelma sebagai ungkapan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik.


Sementara itu, dalam keputusan politik Islam, etika muncul dalam setiap mengambil sebuah keputusan dari suatu persoalan, tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan atau sebaliknya, satu pihak yang diuntungkan. Dalam politik Islam, Islam yang dibawa oleh Muhammad merupakan agama samawi terakhir dari seluruh rangkaian kenabian sejak Nabi Adam, diyakini sebagai agama yang sempurna, lengkap dan mengatur segala dimiensi kehidupan manusia sepanjang zaman, dan batasan-batasan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia (human reason).

   
Agama yang diyakini membawa panduan hidup, baik di dunia maupun di akherat, yang memiliki cara hidup, aspek sosial, budaya, ekonomi sipil dan politik. Ia merupakan suatu sistem untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem sepiritual maupun sistem prilaku politik.


Untuk itu diperlukan hukum untuk mengaturnya, dan etika sebagai esensi dari berdirinya hukum tersebut. Etika dan hukum diorientasikan untuk mengatur dinamika kehidupan yang dibuat oleh manusia, melalui mekanisme dan prosedur yang sudah disepakati bersama. Lain halnya cara pandang kaum tradisional, Norma moral dan hukum baik yang bersifat publik maupun individu didasarkan pada ketentuan normatif ilahiyah yang mempunyai watak sakral dan perlu diperbaharui secara ritual.


Dalam logika Agama, dasar aturan hukum dan moral selain tuhan adalah bentuk pengingkaran. Itulah sebabnya kaun fundamentalis (pemahaman barat) kekuasaan dan kedaulatan tuhan berarti tuhan merupakan satu-satunya pembuat hukum.
 Oleh karenanya kaum fundamentalis menghendaki suatu pemerintahan teokrasi, dimana Negara diposisikan seolah-olah merupakan “kepanjangan tangan tuhan” perwakilan tuhan dibumi. 
 Hukum yang ia gunakan ialah hukum tuhan.


Namun dalam perkembangannya politik Islam tidak sedikit dianggap sebagai agama politik moral yang sebagai repersentasi dan pengejawantahkan dari aspek hukum islam, yang mengatur seorang muslim dari berbagai aspek kehidupan keagamaan, sosial dan politik. Aturan ini mengatur hubungan mereka dengan non muslim, hubungan penguasa dengan rakyatnnya , hubungan sosial dan politik, semuanya diperlukan tatanan etika, atau perilaku moral menjadikan hukum-hukum agama sebagai sumber penetapan sangsi moral.


Dengan kondisi tersebut, pengembangan etika komunikasi politik dalam islam yang mengedepankan etika sebagai filosopis merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan. Perkembangan itu, dapat kita konsepsikan dalam etika pemimpin dan yanag dipimpin, yang melibatkan mulai dari penyusunan kebijakan, desain struktural dalam institusi dan organisasi pelayanan, sampai pada menejemen pelayanan semuanya diperuntukan dalam satu misi yaitu untuk mencapai tujuan akhir pelayanan yang baik.


Oleh karena itu, pusat perhatian kita terhenti pada aktor-aktor dan institusi-institusi yang terlibat pada pase-pase tersebut, apakah aktor-aktor dan institusi yang ada pada waktu itu mereka benar-benar menjalankan tugas berdasarkan kepentingan publik atau tidak. Salah satu yang paling mendasar kenapa penulis ingin mencurahkan pikiran untuk menulis etika komunikasi politik dengan alasan penyelenggaraan Negara yang sudah tidak mempedulikan etika, yang memiliki orientasi universality dan keadilan bagi seluruh, bukan partukular bagi golongan.


Untuk itu, untuk menjalankan kebijakan publik, harusnya memiliki nilai-nilai moral yang berlaku dalam otoritas tersebut, nilai tersebut bisa saja disimpulkan kedalam enam hal yang berlaku secara umum. Seperti nilai kebenaran, kebaikan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan atau ada faktor lainnya. Sebagai contoh, etika politik tumbuh ketika diterapkannya pada pelayanan publik yang baik, perbuatan yang melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan. Dengan etika, ada setandar dalam penilaian, “mungkinkah mengalami perkembangan”, untuk mencapai kedewasaan dan otonomi beretika secara substantif.


Dalam pandangan penulis, melihat kondisi sosial politik yang ada pada saat ini sungguh memprihatinkan. Sebagian orang terjebak pada politik keuntungan sendiri yang berorientasi duniawi, dan kering terhadap nilai-nilai ajaran kebenaran. Pada hal yang melakukan hal ini boleh kita katakan orang-orang yang memiliki agama “Islam”. Begitu pula, keracunan atau kesalahan dalam merumuskan kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab mereka.


Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, etika dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dimulai dari pemilihan aktor-aktor politik. Dengan pemilihan bibit yang baik, bisa memprediksikan, apakah kebijakan yang dibuat lahir dari kepentingan bersama untuk masyarakat atau sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah dalam membangun pemerintahan yang baik adalah dengan memilih bibit yang memiliki setandarisasi atau kreteria yang jelas. Setandar tersebut bisa kita sandingkan dengan  Nabi Muhammad SAW.


Oleh karena itu teori tentang etika politik yang menggambarkan pemerintah dibimbing oleh peinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, dimana pemerintah berusaha untuk membangun masyarakat menurut idaman dan norma Islam. Dalam politiknya bahwa pemerintahan harus menerapkan tuntunan syariah menurut kebutuhan zaman dan tempat-masing-masing.


Ketika An-Na,im berpendapat, syariah memiliki harapan cerah dalam kehidupan masyarakat Islam secara umum, karena menyiapkan, anak-anak untuk hidup bermasyarakat dan beretika dalam melakukan sesuatu, membina lembaga hubungan sosial. Syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika dapat direfleksikan dalam undang-undang dan kebijakan politik yang baik melakukan proses politik yang demokratis. Menurutnya, berlakunya hukum syariat secara formal bukan kehendak hukum islam akan tetapi kehendak politik.


Perundang-undangan diwujudkan dalam sebuah Negara untuk menegakkan etika politik dalam islam bukan lantaran kehendak hukum islam, tetapi kehendak kepentingan bersama dan Negara. Tetapi Islam sudah memiliki rambu-rambu etika seperti prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk menjaga kesetabilan, upaya dilakukan untuk mengatasi pertentangan itu.                   
Dengan melihat kondisi perpolitikan yang carut marut maka kita akan mengingat kembali perjuangan salah satu tokoh bangsa indonesia yaitu, Hamka beliau adalah seorang ulama, sastrawan dan politisi yang memiliki sumbangsih yang besar bagi perjalanan politik di indonesia.
Dalam karir politik dan dakwah, Hamka mengalami dinamika yang luar biasa.Tahun 1960 Masyumi diharamkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 1964-1966 Hamka dipenjarakan oleh Soekarno karena dituduh pro Malaysia. Dibalik jeruji besi yang hanya setinggi paha pria dewasa, Hamka diuji keimanan dan perjuangannya dalam dakwah Islam. Semasa ia  dibalik jeruji tersebut Hamka menulis Tafsir al-Azhar yang  merupakan karya ilmiah terbesarnya. Dibalik siksaan penjara Hamka malah melahirkan suatu maha karya yang luar biasa. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit.Hamka adalah sosok seorang Muslim yang multi talenta. Hamka adalah seorang ulama yang memiliki ‘izzah, tegas dalam aqidah dan toleran dalam masalah khilafiyah. Hamka selalu menekankan tentang ukhuwah Islamiyah, menghindari perpacahan dan mengedepankan urusan kaum muslim.
Pemikiran Hamka sangat relevan di tengah-tengah masalah keberagamaan bangsa dan pasang surut di tengah konflik dan kekerasan keberagamaan yang tidak kontekstual dan hanya sebatas substansi, ada yang sempit dan ada pula yang memasukkan poin liberalisasi. Kehidupan beragama sperti inilah yang menjadi fakta masyarakat. Kekerasan dan konflik kerap dipicu oleh sentimen semata. Sentimen yang dibangun melalui “sempitnya” cara memandang hidup dan kehidupan. Pluralitas (bukan pluralisme) adalah kenyataan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini (pluralitas) dibutuhkan pemikiran yang bisa mengayomi semua dimensi kehidupan. 
Hamka sebagai intelektual yang mencintai keadilan dan memandang perbedaan sebagai suatu kenyataan hidup. Inilah pluralitas. Ketegaran dan ketangguhan cendekiawan seperti Hamka inilah yang semakin jarang ditemui di tengah dunia yg instan, pragmatis dan simplifikatif. Hamka berani melawan kekuasaan yang zalim sehingga ia dipenjara berkali-kali. Keberaniannya ditegakkan atas nama kebenaran dan pembelaan atas ketidakadilan. Adapun keimanan bersifat membantu mendorong tumbuhnya semangat penghargaan ini. Apapun jenis keimanan ini sifatnya lebih “individualistik” maka jangan disama ratakan atau semua agama sama atau semua agama benar yang  demikian diharapkan memberikan semangat untuk lebih arif terhadap realitas sosial yang ada. Bukan malah merusak agama sendiri. Keimanan bukan untuk melahirkan permusuhan, melainkan untuk meretas persaudaraan setiap saat. Perbedaan bukan jalan menuju peperangan, melainkan jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya dalam berkehidupan. Tentunya tanpa harus mencampur adukan ajaran atau aqidah didalamnya. Karena semuanya beda maka jangan disamakan. Titik tekan Hamka ialah memposisikan muslim yang bukan hanya berarti bagi muslim lain saja, tapi smua umat manusia (pluralitas).Yang masih mengedepankan cara berpikir ”segolongan” seharusnya lebih banyak menimba pemikiran Buya Hamka.


Karir Hamka di politik juga mnunjukkan bahwa Islam turut aktif dalam bernegara, bukan malah sebaliknya seperti para liberalis gaungkan Al-Qur’an adalah sumber utama dan fundamental bagi agama Islam, ia di samping berfungsi sebagai petunjuk (hudan) Al Qur’an memuat ayat-ayat yang menjadi landasan etik moral dalam membangun sistem sosial politik. Hamka berusaha menemukan, mengidentifikasi, dan menafsirkan prinsip-prinsip fundamental dari politik Islam sbagaiman yang terkandung dalam Al-Qur’an.Hamka mmelihara betul antara naql dan akal, dirayah dengan riwayah dan tidak semata–mata mengutip atau menukil pendapat orang terdahulu. Salah arah betul kalau orang liberalis dengan alasan kebebeasan malah menyodorkan konsep negara sekuler, Hamka pun tidak demikian. Hamka adalah Seorang ulama dan penulis, tidak banyak ulama yang terkemuka di Indonesia yang pandai menulis
.
Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Pada tahun 1955 Hamka  masuk Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi kandidat utama dalam Pilihan Raya Umum. Pada masa inilah pemikiran Hamka sering bergesekan dengan mainstream politik ketika itu. Misalnya, ketika partai-partai beraliran nasionalis dan komunis menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya di Konstituante, Hamka menyarankan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknyan sesuai yang termaksud dalam Piagam Jakarta.
Namun, pemikiran Hamka ditentang keras oleh sebagian besar anggota Konstituante, termasuk Presiden Sukarno. Perjalanan politiknya bisa dikatakan berakhir ketika Konstituante dibubarkan melalui Dekrit presiden Soekarno pada 1959. Masyumi kemudian diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Meski begitu, Hamka tidak pernah menaruh dendam terhadap Soekarno. 

Dari pendapat diatas, dapat kita ketahui bahwa begitu pentingnya untuk mengetahui pemahaman tentang Etika Komunikasi Politik Islam Menurut Pemikiran Hamka, oleh sebab itu , penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul: Etika Komunikasi Politik Islam menurut Pemikiran Hamka.
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Konsep Etika Komunikasi Politik Dalam Islam ?

2. Bagaimana Etika Komunikasi Politik pemikiran Hamka ? 

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep etika Komunikasi politik dalam Islam

2. Untuk mengetahui Etika Komunikasi politik  Pemikiran Hamka
D. Manfaat Penelitian
1. Dengan mengetahui pemikiran etika Komunikasi politik dalam islam dapat menambah wawasan bahwah Islam adalah agama yang konperehensif.

2. Secara peraktis, dengan mengetahui  Etika Komunikasi Politik pemikiran Hamka  diharapkan para tokoh pemimpin menjadikan cerminan untuk menjalankan roda pemerintahan karena etika Komunikasi politik Islam Hamka sangat relepan diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan sehat.
E. Kajian Pustaka


Islam yang mengajarkan orang bagaimana bertindak dan berprilaku yang baik adalah sebuah deklarasi “tak seorang pun diantara kalian yang beriman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”  secara  teori tidak ada sebuah Negara yang tidak memiliki etika sebagai dasar dalam mendirikan Negara. Dalam konteks pemikiran Islam, Al-Gazali sejalan dengan pemikiran plato dan Aristoteles, mereka tidak memisahkan antara moral dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan baik buruk atau benar dan salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat, maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat sesuai aturan-aturan moral yang diterima anggota-anggota masyarakat.



Etika atau akhlak dalam hasanah pemikiran Islam dipahami sebagai ilmu pengtahuan yang mennjelaskan arti baik dan buruk. Dalam kontek Islam etika sejalan dengan perkembangan zaman, serta semangat dan cita-cita islam dalam menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar  untuk menghindari perbuatan saling menzalimi.
Prinsip etika komunikasi politik bersinggungan dengan mengatur, mengarahkan, dan memaksakan masalah-masalah kebijakan serta keputusan publik. Pada kasus Islam, diperlukan suatu pola dan sistem etika politik yang begitu jelas, mengingat bahwa selama ini pertumbuhan Islam tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa-politik. Sampai saat ini terkesan bahwa politik Islam merupakan suatu reaksi budaya yang bersifat defensif terhadap perubahan sosial yang demikian cepat. Sejak abad ke-18, masalah Islam moderen sebagai sistem agama dibangun berdasarkan konfrontasi dengan kekuasaan superior di dalam bidang sains, teknologi, yang disebut dengan Eropa modern. Imbas secara politik adalah tidak terbangunnya suatu tatanan etik-politis dalam berbagai lapisannya.

Komunikasi politik dalam pandangan Islam berkaitan erat dengan etika, namun etika dan politik adalah dua dunia yang berbeda karena itu tidak mudah menyatukan keduannya. Politik berada pada dunia kekuasan, sedangkan etika pada dunia moralitas. Politik sebagai alat mengejar kekuasaan sering perlu menggunakan komunikasi yang “keras” untuk mempengaruhi opini atau sikap masyarakat. Keras tidak berarti melakukan kekerasan fisik, bisa juga berupa ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang bersifat agitatif.

Komunikasi politik bukan hanya proses penyampaian suatu pesan mengenai politik oleh seseorang kepada orang lain. Bukan pula pengertian politik plus ditambah pengertian politik. Menurut Lord Windldisham, komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berprilaku tertentu.


Suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhi, maka disitu harus terdapat keputusan politik yang dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan.


Komunikasi menurut teori atau persfektif Islam hampir tidak ada buku ilmu komunikasi atau ilmu social yang membahasnya. Kalaupun ada hanya disinggung hanya sepintas dan hanya satu atau dua aspek saja. Persepektif komunikasi islam adalah bagian persfektip komunikasi manusia (human communication) pada umumnya. Teori komunikasi islam dapat digolongkan dalam kelompok teori komunikasi teokrasi seperti halnya komunikasi religius lainnya. Secara umum semua macam komunikasi manusia memiliki cirri-ciri yang sama atau serupa. Misalnya proses, model dan pengaruh pesannya. Hal yang membedakan komunikasi Islam dengan teori komunikasi umum adalah terutama latar belakang filosopinya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits serta aspek etika yang juga didasarkan pada landasan filosopi tersebut.

Dari kajian pustaka diatas, dapat diasumsikan etika komunikasi politik Islam merupakan pengejawantahkan dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan serta tanggung jawab atas realitas kehidupan. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah mengkonsepkan dan mengelaborasikan secara mendalam fenomena terhadap pandangan Negara tentang etika dalam pelayanan rakyat. 

F. Kerangka Teori


1.Teori model Lasswell salah satu teori komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutif banyak orang yakni: Siapa (Who), berbicara apa (Says what), dalam saluran yang mana (in which channel), kepada siapa (to whom) dan pengaruh seperti apa (what that effect) (Littlejhon,1996).

Dalam teori komunikasi yang disampaikan oleh Harold Lasswel tersebut sangat sesuai dengan teori dalam menyampaikan pesan. Yang memiliki etika komunikasi  menurut Islam. Seperti yang disampaikan Jalalludin Rahmat dalam buku Islam aktual. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan yaitu komunikator dalam berkomunikasi hendaklah  harus memperhatikan etika, dalam menyampaikan pesan-pesan politik sehingga nilai-nilai politik tersebut harus berlandaskan nilai Agama Islam. Yaitu dengan menggunakan teori qaulan baligho, qaulan ma’rufan, qaulan layyinan, qaulan maysuran dan qaulan sadidan.

G. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian 



Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan .

2. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang terbentuk uraian kata-kata (verbal) atau kalimat yang berkaitan dengan etika komunikasi politik islam menurut pemikiran Hamka.

3. Sumber Data

a. Data Primer 




Sumber data primer adalah data yang bersumber dari hasil pemikiran hamka yaitu Politik bermoral agama tafsir politik hamka, Tasauf Moderen, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup Pribadi, Hamka Dimata Hati Umat dan Pandangan Hidup Muslim dan lainnya.
b. Data Sekunder




Adapun data sekunder adalah data yang didapat dari buku-buku, majalah, surat kabar, internet yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.


4. Teknik Pengumpulan Data




Data dikumpul melalui observasi terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok persoalan penelitian yang digunakan untuk mencapai informasi sebanyak-banyaknya dan menyeleksi bahan-bahan kepustakaan yang dapat dijadikan sumber data. Baik literatur berasal dari kitab maupun dari media internet.

5. Analisis Data
Analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen terdapat 3 (tiga) tahap: 
a. Tahap Reduksi Data
Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah :
Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.
Kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidak-tidaknya empat hal :
- Digunakan simbul atau ringkasan.
-  Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
-  Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
-  Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.
Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif.Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.
Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif
Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai subtansi dan metodologinya. Komentar subtansial merupakan catatan marginal.
Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan : 
- Pemberian label
- Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
- Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.

b. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data
Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (context chart) dan matriks.
Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman (1984:133)
Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. 
c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi
Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan anara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. 
Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

-  mengecek representativeness atau keterwakilan data

-  mengecek data dari pengaruh peneliti

- mengecek melalui triangulasi

-  melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya

-  membuat perbandingan atau mengkontraskan data

-  menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif


Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

H. Sistematika Pembahasan 
Dalam penguraian masalah yang akan dibahas dalam pernelitian ini maka sistem pembahasan akan dikemas dalam empat bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
Bab I
:Pendahuluan:

yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab II 
: biografi Hamka dan Karya ilmiah Hamka:

Yang berisi Riwayat Hidup dan Pendidikan Hamka, Karir Politik Hamka dan Karya Ilmiah Hamka.
Bab III
:Tinjauan Umum Etika Komunikasi  Politik Dalam Islam:

Yang berisi Pengertian Etika Komunikasi, Jenis-Jenis Etika Komunikasi, Pengertian Politik Islam, dan Komponen-Komponen Komunikasi Politik. 
BabIV
Konsep Etika Komunikasi Politik Islam Menurut Hamka:

 Yang berisi Tentang Etika Komunikasi Politik Dalam Islam, komunikasi politik Menurut Pandangan Islam, dan Etika Komunikasi Dalam Islam dan Etika Komunikasi Politik Pemikiran Hamka Membahas Tentang, Etika Komunikasi Politik Hamka, Etika Politik Moral Hamka. 
Bab V       
 :Penutup:
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